WALIKOTA PALEMBANG

Menimbang : a.

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

B

NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN

DAN RETRIBUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan
Retribusi Terminal, yang telah diundangkan tanggal 7 Januari 2008 dalam
Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 1, perlu
menetapkan peraturan pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan dan Retribusi Terminal.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il dan Kolapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19281 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Rl Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3208),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Rl Tahun 1892 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3486);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Rl Nomor 3685), sebagamana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Rl
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Rl Nomar 4048},
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomar 4388);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara R| Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4438);



8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4444);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3258 );

10. Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 1883 tenfang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Rl Tahun 1993 Nomor §8, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3527 );

11. Peraturan Pemerintah Nomeor 42 Tahun 1993 tentang Pemerksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1883
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3528 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarar dan Lalu
Lintas (Lembaran Negara Rl Tahun 1883 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3529 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1893 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Rl Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3530);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif dan Jenis
Penerimaan Nagara Bukan Pajak yang berlaku pada Deparlemen
Perhubungan (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3840);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4138),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007
Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);

17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pambentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Strukur Organisasi
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001
Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang
Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kola Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2007 Nomor 13) ;

19. Peraluran Daersh Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);

20. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Retribusi Angkutan Orang dan Barang (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008 lentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TERMINAL.
Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal.



>

Pasal 2

Menugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk
melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Januari 2008

WALIKOTA PALEMBANG,

H]EDDY SANTANA PUTRA

‘undangksn & Palembang
inds {angost F-1— 2008
SARTETARM DAERAM

. Marwan Heamen, M. 51

BEAITA DAERAH XOTA PALEMBANG
TAHUN 200 Nouon [



